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RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 

(RLPPD)  

KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2023 

 
 

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 

Salam sejahtera bagi kita semua. 

 

 Puji dan syukur disampaikan ke hadirat Allah SWT – Tuhan Yang Maha Kuasa 

karena atas rahmat dan hidayah-Nya Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (RLPPD) Kabupaten Purworejo Tahun 2023 dapat tersusun untuk menyampaikan 

informasi kepada masyarakat. RLPPD juga merupakan pemenuhan kewajiban Kepala 

Daerah dan sebagai perwujudan tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai Undang-

undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 23 Peraturan 

Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah. 

 

A. Latar Belakang 

 RLPPD adalah informasi yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada 

masyarakat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 

(satu) tahun anggaran yang dipublikasikan melalui media cetak dan atau media elektronik. 

Materi RLPPD merupakan rangkuman dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (LPPD) Kabupaten Purworejo Tahun 2023 yang bersumber dari laporan tiap 

perangkat daerah, mencakup capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan 

capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan, sebagai bentuk perwujudan implementasi 

kebijakan, program dan kegiatan yang telah diselenggarakan selama 1 (satu) tahun 

anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). 

 

B. Dasar Hukum 

 1.  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah 

Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 
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 2.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 

Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); 

 3.  Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6323); 

 4.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Laporan dan 

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 

 5.  Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 

(Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 14 Seri E Nomor 8); 

 6.  Peraturan Bupati Purworejo Nomor 66 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2023, Berita Daerah Kabupaten 

Purworejo Tahun 2022 Nomor 66 Seri E Nomor 62 

 

C. Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kabupaten 

Purworejo Tahun 2023 

 1. Capaian Kinerja Makro 

  Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan 

keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian 

kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh 

pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam 

pembangunan nasional. 

 Tabel 1.1 
Capaian Indikator Kinerja Makro 

Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2023 

NO 
INDIKATOR KINERJA 

MAKRO 

CAPAIAN 
KINERJA 

TAHUN N-1 

CAPAIAN 
KINERJA TAHUN 

2023 

PERUBAHAN 
(%) 

1 Indeks Pembangunan 
Manusia 

73,60 74.35 1.02 

2 Angka Kemiskinan 11,53 11.33 -1.73 

3 Angka Pengangguran 4,45 4.02 -9,66 

4 Pertumbuhan Ekonomi 5,36 5,05 5,78 

5 Pendapatan Perkapita  27.431.820 29.416.354,80 7,23 

6 Ketimpangan Pendapatan 
(Gini Ratio) 

0.35 0.337 -2.94 

Sumber: Purworejo Dalam Angka, BPS Kabupaten Purworejo, 2024 
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 2. Capaian Kinerja Urusan Pelayanan Dasar 

  Urusan pelayanan dasar meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, 

perumahan dan kawasan permukiman, sosial, ketentraman dan ketertiban 

 

 a. Urusan Pendidikan 

   Capaian kinerja penyelenggaraan Urusan Pendidikan diukur dari Capaian SPM 

Pendidikan sebagai berikut: 

 

  Tabel 2.1 

Capaian SPM Pendidikan Kabupaten Purworejo 

Tahun Anggaran 2023 
 

NO 
JENIS 

PELAYANAN 
DASAR 

INDIKATOR KINERJA 

CAPAIAN (%) 
INDIKATOR 

JUMLAH 
YANG HARUS 

DILAYANI 
(ORANG) 

JUMLAH 
YANG 

TERLAYANI 
(ORANG) 

JUMLAH 
YANG 

BELUM 
TERLAYANI 

(ORANG) 

1 Pendidikan 
Anak Usia 
Dini 

Jumlah warga 
negara usia 5-6 
tahun yang 
berpartisipasi 
dalam 
pendidikan 
PAUD 
 

21.617 21.385 232 98,93% 

2 Pendidikan 
Dasar  

Jumlah warga 
negara usia 7-
15 tahun yang 
berpartisipasi 
dalam 
pendidikan 
dasar (SD/MI, 
SMP/MTS) 
 

105.725 92.772 12.953 87,75% 

3 Pendidikan  
Kesetaraan 

Jumlah warga 
negara usia 7-
18 tahun yang 
belum 
menyelsaikan 
pendidikan 
dasar dan atau 
menengah yang 
berpartisipasai 
dalam 
pendidikan 
kesetaraan 
 

691 609 609 88,13% 

Sumber: Dindikbud, Januari 2024 
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 b. Urusan Kesehatan 

   Capaian kinerja pada penyelenggaraan Urusan Kesehatan diukur dari Capaian 

SPM Kesehatan sebagai berikut: 

  
Tabel 2.2 

Capaian SPM Kesehatan Kabupaten Purworejo 
Tahun Anggaran 2023 

NO 
JENIS 

PELAYANAN 
DASAR 

INDIKATOR KINERJA 

CAPAIAN 
(%) INDIKATOR 

JUMLAH 
YANG HARUS 
TERLAYANI 

(ORANG) 

JUMLAH 
YANG 

TERLAYANI 
(ORANG) 

JUMLAH 
YANG 

BELUM 
TERLAYANI 

(ORANG) 

1  Kesehatan ibu 
hamil 

Jumlah ibu hamil di suatu 
kabupaten/kota yang mendapat 
pelayanan/jumlah ibu hamil di 
suatu kabupaten/kota 

7.401 7.401 0 100 

2  Kesehatan ibu 
bersalin 

Jumlah ibu bersalin mendapat 
pelayanan/jumlah ibu bersalin 

7.501 7.501 0 100 

3  Kesehatan bayi 
baru lahir 

Jumlah bayi baru lahir 
mendapat pelayanan/jumlah 
bayi baru lahir 

7.493 7.493  
 0 

100 

4  Kesehatan balita Jumlah balita usia 12 - 59 bulan 
yang mendapatkan pelayanan 
kesehatan/jumlah balita usia 12 
- 59 bulan 

41.372 41.372 0 100,00 

5  Kesehatan pada 
usia pendidikan 
dasar 

Jumlah anak usia pendidikan 
dasar yang mendapat 
pelayanan kesehatan/jumlah 
anak usia pendidikan dasar 

99.744 99.744 0 100,00 

6  Kesehatan usia 
produktif 

Jumlah orang usia 15 - 59 
tahun di kabupaten atau kota 
yang mendapat pelayanan 
skrining kesehatan sesuai 
standart/Jumlah orang usia 15 - 
59 tahun 

303.080 303.080 0 100,00 

7  Pelayanan 
Kesehatan pada 
usia lanjut 

Jumlah warga negara usia 60 
tahun keatas mendapat 
pelayanan/Jumlah warga 
negara usia 60 tahun keatas 

102.862 102.862 0 100,00 

8  Pelayanan 
kesehatan 
penderita hipertensi 

Jumlah penderita hipertensi 
mendapat pelayanan/Jumlah 
penderita hipertensi 

61.663 61.663 0 100,00 

9  Pelayanan 
kesehatan 
penderita diabetes 
melitus 

Jumlah warga negara penderita 
diabetes melitus yang 
mendapatkan layanan 
kesehatan 

9.327 9.327 0 100,00 

10  Pelayanan 
kesehatan orang 
dengan gangguan 
jiwa berat 

Jumlah warga negara penderita 
gangguan jiwa berat yang 
terlayani kesehatan  

3.880 3.880 0 100,00 

11  Pelayanan 
kesehatan orang 
terduga tuberkulosis 

Jumlah warga negara terduga 
tuberkulosis yang mendapatkan 
layanan kesehatan  

8.703 
 

8.703 
 

0 100,00 

12  Pelayanan 
kesehatan orang 
dengan resiko 
terinfeksi virus yang 
melemahkan daya 
tahan manusia 
(HIV) 

Jumlah warga negara dengan 
resiko terinfeksi virus yang 
melemahkan daya tahan 
manusia (HIV) 

9.757 9.757 0 100,00 

Sumber: Dinas Kesehatan, Januari 2024 
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 c. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

   Capaian kinerja pada penyelenggaraan Urusan Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang diukur dari Capaian SPM Pekerjaan Umum sebagai berikut: 

  

Tabel 2.3 

Capaian SPM Pekerjaan Umum Kabupaten Purworejo 

Tahun Anggaran 2023 

 

NO 
JENIS 

PELAYANAN 
DASAR 

INDIKATOR KINERJA 

CAPAIAN  
(%) 

INDIKATOR 

JUMLAH 
YANG HARUS 

DILAYANI 
(ORANG) 

JUMLAH YANG 
TERLAYANI 

(ORANG) 

JUMLAH 
YANG BELUM 
TERLAYANI 

(ORANG) 

1 Penyediaan 
kebutuhan 
pokok air 
minum sehari-
hari 

Jumlah warga 
negara yang 
memperoleh 
kebutuhan pokok air 
minum sehari-hari 

14.852 15.392 0 103,64 

2 Penyediaan 
pelayanan 
pengolahan air 
limbah 
domestik  

Jumlah warga 
negara yang 
memperoleh 
layanan pengolahan 
air limbah domestik 

3.020 3.032 0 100,40 

Sumber: Dinas Perkimtan, Januari 2024 

 

 d. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 

   Capaian kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman diukur 

dari Capaian SPM Perumahan Rakyat sebagai berikut: 

 

 

 

Tabel 2.4 

Capaian SPM Perumahan Rakyat Kabupaten Purworejo 

Tahun Anggaran 2023 

 

NO 
JENIS PELAYANAN 

DASAR 

INDIKATOR KINERJA 

CAPAIAN 
(%) INDIKATOR 

JUMLAH 
YANG 

HARUS 
DILAYANI 
(ORANG) 

JUMLAH 
YANG 

TERLAYANI 
(ORANG) 

JUMLAH 
YANG BELUM 
TERLAYANI 

(ORANG) 

1 Penyediaan dan 
rehabilitasi rumah 
yang layak huni bagi 
korban bencana 
kabupaten/kota 

Jumlah warga negara 
korban bencana yang 
memperoleh rumah 
layak huni dalam 1 
(satu) tahun 

25 25 0 100,00 

2 Fasilitasi 
penyediaan rumah 
yang layak huni bagi 
masyarakat yang 
terkena relokasi 
program pemerintah 
daerah 
kabupaten/kota 

Jumlah warga negara 
yang terkena relokasi 
akibat program 
pemerintah daerah 
kab/kota yang 
memperoleh fasilitasi 
penyediaan rumah 
yang layak huni 
dalam 1 (satu) tahun. 

5 5 0 100,00 

Sumber: Dinas Perkimtan, Januari 2024 
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 e. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 

   Capaian kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan 

Masyarakat diukur dari Capaian SPM Trantibumlinmas sebagai berikut: 

  

Tabel 2.5 

Capaian SPM Trantibumlinmas Kabupaten Purworejo 

Tahun Anggaran 2023 

 

NO 
JENIS 

PELAYANAN 
DASAR 

INDIKATOR KINERJA 

CAPAIAN 
(%) 

INDIKATOR 

JUMLAH YANG 
HARUS 

DILAYANI 
(ORANG) 

JUMLAH 
YANG 

TERLAYANI 
(ORANG) 

JUMLAH YANG 
BELUM 

TERLAYANI 
(ORANG) 

1 Pelayanan 
ketentraman dan 
ketertiban umum 

Jumlah warga 
negara yang 
memperoleh 
layanan akibat dari 
penegakan hukum 
perda dan perkada 

2.538 2.538 0 100,00 

2 Pelayanan 
penyelamatan dan 
evakuasi korban 
kebakaran 

Jumlah warga 
negara yang 
memperoleh 
layanan 
penyelamatan dan 
evakuasi korban 
kebakaran 

26 26 0 100,00 

3 Pelayanan 
informasi rawan 
bencana 

Jumlah Warga 
Negara yang 
memperoleh 
layanan informasi 
rawan bencana 

300 300 0 100,00 

4 Pelayanan 
pencegahan dan 
kesiapsiagaan 
terhadap 
bencana 
(kebencanaan) 
  

Jumlah Warga 
Negara yang 
memperoleh 
layanan 
pencegahan dan 
kesiapsiagaan 
terhadap bencana 

262 262 0 100,00 

5 Pelayanan 
penyelamatan 
dan evakuasi 
korban bencana 
  

Jumlah Warga 
Negara yang 
memperoleh 
layanan 
penyelamatan dan 
evakuasi korban 
bencana 
  

972 972 0 100,00 

Sumber: BPBD, Satpol PP dan Damkar, Januari 2024 
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 f. Urusan Sosial 

   Capaian kinerja Urusan sosial diukur dari Capaian SPM Sosial sebagai berikut: 

  

Tabel 2.6 

Capaian SPM Sosial Kabupaten Purworejo 

Tahun Anggaran 2023 

 

NO 
JENIS 

PELAYANAN 
DASAR 

INDIKATOR KINERJA 

CAPAIAN 
(%) 

INDIKATOR 

JUMLAH 
YANG 

HARUS 
DILAYANI 
(ORANG) 

JUMLAH 
YANG 

TERLAYANI 
(ORANG) 

JUMLAH YANG 
BELUM 

TERLAYANI 
(ORANG) 

1 Rehabilitasi sosial 
dasar penyandang 
disabilitas terlantar 
di luar panti 

Jumlah   warga 
negara penyandang 
disabilitas terlantar    
yang memperoleh 
rehabilitasi sosial   di 
luar 
panti 

291 291 0 100,00 

2 Rehabilitasi sosial 
dasar anak terlantar 
di luar panti 

Jumlah     anak 
terlantar    yang 
memperoleh 
rehabilitasi sosial   di 
luar 
panti 

50 50 0 100,00 

3 Rehabilitasi sosial 
dasar lanjut usia 
terlantar di luar 
panti 

Jumlah warga negara 
lanjut usia terlantar 
yang memperoleh 
rehabilitasi sosial di 
luar panti 

86 86 0 100,00 

4 Rehabilitasi sosial 
dasar tuna sosial 
khususnya 
gelandangan dan 
pengemis di luar 
panti 

Jumlah warga negara 
gelandangan dan 
pengemis   yang 
memperoleh 
rehabilitasi sosial dasar 
tuna sosial   di luar 
panti 

40 40 0 100,00 

5 Perlindungan dan 
jaminan     sosial 
pada saat tanggap 
dan         paska 
bencana      bagi 
korban bencana 
kabupaten/kota 

Jumlah   warga 
negara   korban 
bencana 
kabupaten/kota yang 
memperoleh 
perlindungan dan     
jaminan sosial pada 
saat dan      setelah 
tanggap darurat 
bencana     bagi korban 
bencana 
kabupaten/kota 

311 311 0 100,00 

Sumber: Dinas SosdaldukKB, Januari 2024 
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3. Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun sebelumnya 

 a. Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

 i. Tahun 2022 mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP); 

 ii. Tahun 2023 belum rilis, masih dalam proses; 

 iii. Pemerintah Kabupaten Purworejo mendapat penghargaan WTP sebanyak 11 

kali berturut-turut sejak tahun 2012 s.d tahun 2022. 

   

 b. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan 

 i. Tahun 2021 mendapat nilai 62,29 (B) dari Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi RI; 

 ii. Tahun 2022 mendapat nilai 63,10 (B) dari Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi RI. 

   

4. Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Anggaran Daerah 

  

Tabel 4.1 

Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Purworejo 

Tahun Anggaran 2023 
 

URAIAN ANGGARAN REALISASI % 

PENDAPATAN DAERAH 2.256.911.327.265,00 2.257.232.174.499,53 100,01% 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) 394.959.016.838,00 380.646.000.439,53 96,38% 

Pajak Daerah  102.388.108.887,00 102.276.349.264,00 99,89% 

Retribusi Daerah  32.948.224.398,00 19.169.944.753,00 58,18% 

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang 
Dipisahkan 

14.438.443.883,00 14.457.361.320,00 100,13% 

BELANJA DAERAH 2.372.170.229.205,79 2.283.255.374.134,00 96,25% 

Belanja Operasi 1.545.426.624.903,79 1.468.402.574.659,00 95,02% 

Belanja Modal 276.667.061.768,00 263.302.583.155,00 95,17% 

Belanja Tidak Terduga 2.500.000.000,00 0 0,00% 

Belanja Transfer 547.576.542.534,00 551.550.216.320,00 100,73% 

PEMBIAYAAN DAERAH 134.825.731.864,79 134.884.305.344,79 100,04% 

Penerimaan Pembiayaan Daerah 134.825.731.864,79 134.884.305.344,79 100,04% 

Pengeluaran Pembiayaan Daerah 19.566.829.924,00 19.566.829.924,00 100,00% 

PEMBIAYAAN NETTO 115.258.901.940,79 115.317.475.420,79 100,05% 

SILPA        89.294.275.786,32  

Sumber: BPKPAD, per tanggal 2 Februari 2024 
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5. Inovasi Daerah 

 Inovasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Purworejo selama tahun 2023 antara 

lain: 

 1.  VERVAL BY V-CALL ( Verifikasi dan validasi IKD pemohon lewat Video Call) 

 2.  Calender Of Event 

 3.  Purworejo Invesment Center 

 4.  Sistem Informasi Riset dan Inovasi Daerah 

 5.  Sistem Informasi Pemantauan Angkatan Kerja Daerah 

 6.  Sistem Informasi Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Penyediaan 

Infrastruktur Pelayanan Publik 

 7.  DUREN MANIS (Dukung Rencana Managemen Penyakit Kronis) 

 8.  GELANG EMAS (Gerakan Lansia Kunjungan Ke Masyarakat) 

 9.  KEPITING KALIGESING (Kelompok Peduli Stunting Kaligesing) 

 10.  NAGITA SAYANG ANAK ( Pelayanan Gigi Kita Sayang Anak) 

 11.  SITANU AKTIF (Sisir Kesehatan Usia Produktif) 

 12.  ZIA SUKA SOSIS (Razia Suspect dan Kasus Tuberculose) 

 13.  CETINGE MAS RANGGA (Cegah Stunting Bersama Puskesmas Karanggetas) 

 14.  MAS RANGGA NABUH GAMELAN (Puskesmas Karanggetas Nabung Uwoh 

Gawe Merteni Lingkungan) 

 15.  GETAS TBC (Gerakan Berantas TBC) 

 16.  ANOMAN OKE (Antar Obat Aman Sampai Tujuan Ora Lali Konseling Dan Edukasi 

Apoteker) 

 17.  Antar Jemput Pasien 

 18.  SULTAN BEJO (Konsultasi Kesehatan  Bersama Tjitrowardojo)  

 19.  SI ABUBAKAR (Sistem Analisa Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Pegawai 

Secara Mandiri) 

 20.  LAPOR DIREKTUR (berupa Laporan/aduan/kritik/saran) 

 21.  ANOMAN OKE (Antar Obat Aman Sampai Tujuan Ora Lali Konseling Dan Edukasi 

Apoteker) 

 22.  GARDA BOJO (Pencegahana Radikalisme Di Kabupaten Purworejo) 

   

6. Prestasi Daerah 

 Prestasi Pemerintah Kabupaten Purworejo selama tahun 2023 antara lain: 

 1.  Penghargaan Pemetaan Daya Saing Daerah (PDSD) Tingkat Provinsi Jawa 

Tengah dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 

 2.  Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Kategori Nindya dari Kementerian 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA)  

 3.  Penghargaan sebagai Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) dari 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI (Peringkat III 

Nasional) 

 4.  Penghargaan Peringkat Ketiga Nasional sebagai kabupaten yang sukses dengan 

cakupan status imunisasi TT (Tetanus Toksoid) Ibu hamil dari Kementerian 

Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) 
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